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KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha
Esa, kami menyusun buku ini yang berjudul "Dasar-Dasar Hukum
Tata Negara: Perspektif dan Praktik"”. Buku ini disusun sebagai
upaya untuk menyediakan referensi komprehensif mengenai dasar-
dasar hukum tata negara bagi mahasiswa, dosen, peneliti, dan praktisi
hukum.

Hukum Tata Negara adalah bidang yang sangat dinamis dan
esensial dalam pembentukan serta pengembangan sistem
pemerintahan yang demokratis dan berkeadilan. Pemahaman yang
mendalam tentang prinsip-prinsip dasar Hukum Tata Negara sangat
diperlukan untuk dapat menginterpretasikan, mengkritisi, dan
mengimplementasikan hukum secara efektif dalam kehidupan
bernegara. Buku ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam
meningkatkan pemahaman tersebut.

Buku ini terdiri dari 16 bab yang disusun secara sistematis
sebagai berikut:

Bab1 :Pengantar Teori Hukum Dalam Tata Negara
Bab 2 :Sejarah Teori Hukum Dalam Tata Negara
Bab 3 :Konstitusionalisme Dan Teori Hukum

Bab4 :Prinsip Kedaulatan Rakyat Dalam Tata Negara

Bab5 :Hak Asasi Manusia Dan Tata Negara

Bab 6 :Pembagian Kekuasan Dalam Pemerintahan

Bab 7 :Hukum Administrasi Negara Dan Teori Kontrol

Bab8 : Mahkamah Konstitusi Dan Penjagaan Keadilan Melalui
Judicial Review

Bab9 :TeoriLegislasi Dalam Tata Negara

Bab 10 : Teori Hukum Dan Kebijakan Publik

Bab 11 : Konflik Hukum Dan Resolusi Dalam Tata Negara

Bab 12 : Korupsi Dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Bab 13 : Teori Hukum Dan Perlindungan Lingkungan

Bab 14 : Teknologi Informasi Dan Perubahan Hukum Tata Negara

Bab 15 : Minoritas Dan Kelompok Rentan Dalam Tata Negara

Bab 16 : Metode Penelitian Dalam Teori Hukum Tata Negara
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Kami menyadari bahwa buku ini masih jauh dari sempurna dan
masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, kami
mengharapkan masukan dan kritik konstruktif dari para pembaca
demi perbaikan dan penyempurnaan buku ini di masa mendatang.
Semoga buku ini dapat memberikan manfaat dan menjadi referensi
yang berguna bagi para pembaca dalam memahami dan
mengembangkan Hukum Tata Negara di Indonesia.

Tim Penulis
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Pengantar Teori Hukum Dalam Tata Negara

Pengertian dan Ruang Lingkup Teori Hukum
Dalam "The Path of the Law", Hakim Agung Oliver Wendell Holmes, Jr.,
menulis (Dunn, 2007):

"Jika Anda ingin mengetahui hukum dan bukan yang lain, Anda
harus memandangnya sebagai seorang yang jahat, yang hanya
peduli pada konsekuensi material yang dapat diprediksi oleh
pengetahuan tersebut, bukan sebagai orang baik, yang menemukan
alasan untuk bertindak, baik di dalam hukum maupun di luar
hukum, dalam sanksi hati nurani yang tidak jelas. Pentingnya
pembedaan ini secara teoritis juga tidak kalah pentingnya, jika
Anda mau mempertimbangkan subjek Anda dengan benar. Hukum
penuh dengan fraseologi yang diambil dari moral, dan hanya
dengan kekuatan bahasa yang terus-menerus mengundang kita
untuk berpindah dari satu wilayah ke wilayah lain tanpa
menyadarinya, seperti yang pasti akan kita lakukan kecuali kita
selalu memiliki batas di depan pikiran kita. Hukum berbicara
tentang hak, kewajiban, kedengkian, kesengajaan, kelalaian, dan
sebagainya, dan tidak ada yang lebih mudah, atau, bisa saya
katakan, lebih umum dalam penalaran hukum, selain memahami
kata-kata ini dalam pengertian moralnya, dalam beberapa
argumen, sehingga jatuh ke dalam kekeliruan."

Hal ini penting karena hukum seringkali dipenuhi dengan
fraseologi (Alm et al,, 2023) yang berasal dari moralitas, sehingga ada
kecenderungan untuk secara tidak sadar berpindah dari ranah hukum
ke ranah moral. Hukum berbicara tentang hak, kewajiban, kedengkian,
kesengajaan, kelalaian, dan lain-lain, yang sering kali disalah pahami
dalam konteks moral, sehingga menimbulkan kesalahan dalam
penalaran hukum.

Pengertian dan ruang lingkup teori hukum mencakup analisis
mendalam terhadap prinsip-prinsip dasar yang membentuk hukum
serta cara-cara hukum diterapkan dan diinterpretasikan (Barzel,
2002). Teori hukum tidak hanya berusaha menjelaskan apa itu
hukum, tetapi juga mengeksplorasi bagaimana hukum seharusnya
berfungsi dalam masyarakat. Teori hukum memandang hukum
sebagai instrumen untuk mencapai keadilan, ketertiban, dan
kesejahteraan sosial (Barzel, 2002). Namun, seperti yang
dikemukakan oleh Holmes, ada perbedaan mendasar antara hukum
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Pengantar Teori Hukum Dalam Tata Negara

yang holistik dan berkelanjutan, termasuk reformasi hukum,
peningkatan transparansi, dan pendidikan hukum yang komprehensif.
Dengan demikian, negara dapat membangun sistem pemerintahan
yang responsif, adil, dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat di
era modern ini.

Penutup

Teori Hukum Tata Negara memainkan peran vital dalam membentuk
struktur dan fungsi pemerintahan yang adil dan efektif. Namun,
penerapan teori ini menghadapi berbagai tantangan kompleks di era
modern, termasuk globalisasi, perkembangan teknologi, serta isu-isu
internal seperti pemisahan kekuasaan dan supremasi hukum.
Tantangan-tantangan ini menuntut reformasi hukum yang
berkelanjutan, peningkatan transparansi, dan pendidikan hukum
yang komprehensif untuk memastikan sistem pemerintahan yang
responsif dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Implikasi penelitian
ini menekankan pentingnya adaptasi dan pembaruan berkelanjutan
dalam teori hukum tata negara untuk menghadapi dinamika global
dan teknologi, serta memperkuat fondasi hukum guna memastikan
keadilan dan kesejahteraan sosial dalam pemerintahan modern.
Penelitian ini menyarankan agar negara-negara terus memperbarui
kerangka hukum mereka dan memastikan bahwa para pemimpin dan
warga negara mendapatkan pendidikan hukum yang memadai untuk
mendukung dan memelihara prinsip-prinsip fundamental hukum tata
negara.

kR sk ksk skok skok sk ksk >k
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terbuka. Pendekatan ini menekankan peran partisipasi demokratis
dan keterbukaan dalam pembentukan hukum dan kebijakan publik
(Habermas, 1996).
10. Ronald Dworkin
Ronald Dworkin (1931-2013) adalah seorang ahli hukum dan filsuf
Amerika yang berpengaruh dalam bidang interpretasi hukum dan
teori hak. Dalam bukunya "Law's Empire," Dworkin
mengemukakan bahwa hukum harus dipahami sebagai
interpretasi yang koheren dari prinsip-prinsip moral yang
mendasari praktik hukum suatu masyarakat (Dworkin, 1986).
Dworkin memperkenalkan konsep "hak sebagai truf," yang
berarti bahwa hak-hak individu harus dihormati dan tidak boleh
dilanggar oleh kebijakan mayoritas. Menurut Dworkin, hakim
harus menafsirkan hukum berdasarkan prinsip-prinsip keadilan
dan hak-hak fundamental, bukan sekadar berdasarkan aturan
tertulis. Ini menekankan pentingnya integritas dalam penerapan
hukum dan perlindungan hak asasi manusia (Dworkin, 1986).
Teori hukum tata negara di era modern sangat dipengaruhi oleh
pemikiran John Rawls, Jiirgen Habermas, dan Ronald Dworkin. Rawls
dengan teorinya tentang keadilan sebagai kejujuran, Habermas
dengan teori diskursus dan legitimasi hukum, serta Dworkin dengan
interpretasi hukum berdasarkan prinsip-prinsip moral memberikan
kontribusi besar dalam memahami keadilan, legitimasi, dan
perlindungan hak asasi manusia. Pemikiran mereka membantu
membentuk kerangka teoritis bagi sistem hukum dan pemerintahan

Penutup

Sejarah teori hukum tata negara menunjukkan bagaimana konsep-
konsep hukum dan pemerintahan berkembang seiring dengan
perubahan sosial, politik, dan budaya. Dari masa klasik hingga era
modern, berbagai pemikir telah memberikan kontribusi penting yang
membentuk pemahaman kita tentang hukum tata negara saat ini.
Dengan mempelajari sejarah ini, kita dapat lebih memahami prinsip-
prinsip dasar yang mengatur organisasi negara dan hubungan antara
organ-organ negara, serta bagaimana prinsip-prinsip ini dapat
diterapkan dalam konteks modern.

Erifendi Churniawan
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Pendahuluan

Konstitusionalisme dan teori hukum merupakan dua konsep yang
sangat erat kaitannya dan penting dalam memahami sistem hukum
serta pemerintahan suatu negara. Konstitusionalisme
menitikberatkan pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai dasar yang
mendasari sistem hukum, seperti supremasi hukum, hak asasi
manusia, dan pembatasan kekuasaan pemerintah. Dengan kata lain,
konstitusionalisme memberikan kerangka normatif yang menjamin
bahwa kekuasaan dijalankan sesuai dengan aturan yang telah
ditetapkan dan menghormati hak-hak individu. Dalam
konstitusionalisme, kekuasaan pemerintah dibatasi oleh aturan-
aturan yang tertuang dalam konstitusi, memastikan bahwa
pemerintah tidak dapat bertindak sewenang-wenang. Konsep ini
bertolak belakang dengan kekuasaan absolut, di mana tidak ada
batasan konstitusional yang mengendalikan tindakan pemerintah,
sehingga dapat bertindak tanpa batasan hukum.

Sementara itu, teori hukum mempelajari hukum dan sistem
hukum dalam konteks yang lebih luas, termasuk hubungan antara
hukum, masyarakat, dan budaya. Teori hukum mengeksplorasi
bagaimana hukum terbentuk, diterapkan, dan berkembang seiring
dengan perubahan sosial dan budaya. Dengan demikian,
konstitusionalisme dan teori hukum saling melengkapi dalam
memberikan pemahaman yang komprehensif tentang sistem hukum
dan pemerintahan. Konstitusionalisme menyediakan landasan
normatif yang memastikan stabilitas dan keadilan, sementara teori
hukum menawarkan wawasan tentang bagaimana hukum berfungsi
dalam praktik dan bagaimana cara beradaptasi dengan perubahan
sosial. Kedua konsep ini bersama-sama membantu kita memahami
kompleksitas dan pentingnya hukum dalam menjaga ketertiban dan
keadilan dalam masyarakat.

Definisi Konstitusionalisme

Konstitusionalisme adalah sistem hukum yang berdasarkan pada
konstitusi yang memuat semua peraturan hukum dan prinsip yang
berfungsi sebagai fondasi dan pedoman bagi kebijakan pemerintah
suatu negara. Sebagai dokumen fundamental, konstitusi menetapkan
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maka grundnorm bersifat ekstra-legal atau meta-yuristik (norma
yang diandaikan atau norma hipotesis). Norma di bawahnya
disebut norma umum, yang validitasnya didasarkan pada
grundnorm (Astawa, 2008). Norma terendah dinamakan norma
individual, yang validitasnya berdasarkan norma-norma umum.
Dalam hierarki norma, grundnorm yang bersifat hipotesis tidak
ditetapkan oleh otoritas, sehingga berada di luar tata hukum positif
dan tidak dapat diubah (Indrati, 2007).

Hans Nawiasky kemudian mengembangkan teori ini
berdasarkan konsep Hans Kelsen yang menggambarkan struktur
peraturan hukum sebagai bangunan hukum berbentuk
stufenformig. Bagian-bagian ini disusun dalam hierarki sebagai
berikut (Astawa, 2008):

a. Staatsfundamentalnorm (norma dasar): Prinsip-prinsip
fundamental yang menjadi landasan hukum.

b. Staatsgrundgesetz (standar umum dan mendasar): Norma-
norma dasar yang tersebar dalam berbagai peraturan.

c. Formell Gesetz: Peraturan-peraturan yang lebih spesifik dan
konkret.

d. Verordnung Satzung: Aturan-aturan pelaksana yang diterapkan
secara khusus.

e. Autonome Satzung (aturan otonom): Satuan peraturan yang
otonom.

Hierarki peraturan perundang-perundangan di Indonesia
terdapat pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang
terdiri dari beberapa tingkatan, yang meliputi:

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
(UUD NRI 1945)

b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

c¢. Undang-undang (UU)/Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang (Perppu)

Peraturan Pemerintah (PP)

Peraturan Presiden (Perpres)

Peraturan Daerah Provinsi

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Muhammad Ardhi Razaq Abqa
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Pendahuluan

Prinsip kedaulatan rakyat adalah salah satu fondasi utama dalam tata
negara modern, di mana kekuasaan tertinggi dalam suatu negara
berada di tangan rakyat. Dalam konteks pemerintahan demokratis,
prinsip ini menjadi dasar bagaimana negara dijalankan, memastikan
bahwa kekuasaan pemerintah berasal dari rakyat dan harus
dijalankan untuk kepentingan rakyat (Iftitah, 2023). Tulisan ini akan
mengupas secara mendalam prinsip kedaulatan rakyat dalam tata
negara, meliputi definisi, sejarah, implementasi, serta tantangan yang
dihadapi dalam penerapannya. Selain itu, tulisan ini juga akan
mengkaji contoh-contoh dari berbagai negara dan memberikan
analisis mengenai efektivitas penerapan prinsip ini di berbagai sistem
pemerintahan.

Definisi dan Sejarah Kedaulatan Rakyat

1. Definisi Kedaulatan Rakyat
Kedaulatan rakyat adalah prinsip yang menyatakan bahwa
kekuasaan tertinggi dalam suatu negara berada di tangan rakyat.
Konsep ini menegaskan bahwa legitimasi pemerintahan berasal
dari rakyat, dan pemerintah harus bertindak untuk kepentingan
rakyat. Prinsip kedaulatan rakyat adalah inti dari sistem
demokrasi, di mana keputusan politik dibuat berdasarkan
kehendak dan partisipasi aktif warga negara.

Pemikir politik John Locke adalah salah satu tokoh penting
yang mengembangkan konsep kedaulatan rakyat. Dalam karyanya
Two Treatises of Government (1689), Locke menyatakan bahwa
kekuasaan politik berasal dari persetujuan rakyat. Menurut Locke,
individu memiliki hak-hak alamiah yang tidak dapat dicabut,
seperti hak atas kehidupan, kebebasan, dan properti. Pemerintah
dibentuk melalui kontrak sosial untuk melindungi hak-hak
tersebut, dan jika pemerintah gagal menjalankan tugasnya, rakyat
berhak untuk menggantinya (Locke, 1689).

Jean-Jacques Rousseau juga memberikan kontribusi signifikan
terhadap konsep kedaulatan rakyat melalui karyanya The Social
Contract (1762). Rousseau berargumen bahwa kedaulatan tidak
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Untuk mengatasi ketimpangan informasi, perlu adanya upaya
untuk memastikan akses yang lebih luas dan merata terhadap
informasi yang objektif dan independen. Penggunaan teknologi
informasi dan komunikasi dapat membantu dalam menyebarkan
informasi secara lebih efektif dan efisien. Di Kenya, misalnya,
pemerintah dan organisasi non-pemerintah telah menggunakan
teknologi informasi untuk meningkatkan literasi media dan akses
informasi di daerah-daerah pedesaan (Mudhai, Tettey, & Banda,
2009).

Dalam mengatasi ketidakadilan sosial dan ekonomi, kebijakan
publik yang inklusif dan berkeadilan harus diterapkan. Program-
program sosial yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan
ekonomi, seperti peningkatan akses pendidikan dan pelayanan
kesehatan, serta perlindungan sosial, dapat membantu meningkatkan
kesejahteraan kelompok-kelompok yang kurang beruntung dan
mendorong partisipasi politik mereka (Piketty, 2014).

Penutup
Penerapan prinsip kedaulatan rakyat dalam tata negara demokratis
menghadapi berbagai tantangan, termasuk korupsi, rendahnya
partisipasi politik, ketimpangan informasi, dan ketidakadilan sosial
dan ekonomi. Mengatasi tantangan-tantangan ini memerlukan upaya
yang terkoordinasi dan berkelanjutan, termasuk memperkuat
institusi demokratis, meningkatkan pendidikan politik, memastikan
akses informasi yang merata, dan menerapkan kebijakan publik yang
inklusif dan berkeadilan. Dengan demikian, prinsip kedaulatan rakyat
dapat diwujudkan secara nyata, memastikan bahwa kekuasaan politik
benar-benar berasal dari dan dijalankan untuk kepentingan rakyat.
Dengan memahami dan mengatasi tantangan-tantangan dalam
penerapan kedaulatan rakyat, kita dapat memperkuat demokrasi dan
memastikan bahwa kekuasaan benar-benar berada di tangan rakyat.
Upaya-upaya perbaikan yang dilakukan di berbagai negara dapat
menjadi contoh dan inspirasi untuk memperkuat prinsip kedaulatan
rakyat di seluruh dunia.
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Definisi Hak Asasi Manusia

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Repubik Indonesia Nomor 39 Tahun
1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa hak asasi
manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan
keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan
merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan
dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi
kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
Berdasarkan hal tersebut, hak asasi manusia merupakan hak
fundamental berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga setiap
manusia wajib dilindungi dan dijamin akan harkat dan martabat
sebagai manusia seutuhnya tanpa adanya diskriminasi dan
pelanggaran terhadap haknya.

Hak asasi manusia merupakan hak yang diberikan Tuhan, yang
bersifat melekat, kodrati dan universal. Hak tersebut, berkaitan
dengan eksistensi manusia. Adanya keberadaan dan eksistensi
manusia, maka hak asasi manusia harus dihormati, dilindungi, dan
dihargai oleh siapapun (Arifin, 2019, p. 3). Hak asasi manusia
merupakan perangkat asas-asas yang timbul dari nilai-nilai yang
menjadi kaidah dan mengatur perilaku manusia dalam hubungannya
dengan sesama manusia. Sehingga hak asasi manusia merupakan
suatu manifesto dari nilai-nilai yang kemudian dikonkritkan menjadi
kaidah dan norma (Nurdin & Athahira, 2022, p. 1).

Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang dimiliki setiap
manusia yang melekat kepadanya karena seorang manusia. Hak asasi
manusia dimaknai sebagai norma-norma legal yang memberikan
dorongan untuk melindungi setiap manusia dari pelanggaran seperti
ketidakadilan, diskriminasi, intoleransi, dan penindasan. Sebagai
sebuah hak, maka seseorang boleh melakukan atau memiliki sesuatu.
Hak-hak ini akan menjadi perlindungan bagi seseorang terhadap
orang-orang yang ingin menyakitinya. Hak asasi manusia
berlandaskan pada martabat manusia dan kesetaraan (Nurdin &
Athahira, 2022, pp. 19-20).

Hak asasi manusia merupakan kekuasaan atau wewenang moral
yang dimiliki seseorang berdasarkan martabatnya sebagai manusia.
Kekuasaan atau wewenang tersebut bersifat moral karena

m Suwandoko




Hak Asasi Manusia dan Tata Negara

5. Hak atas kebebasan Pasal 28E Pasal 20 s/d Pasal
pribadi 27

6. Hak atas rasa aman Pasal 28E, Pasal | Pasal 28 s/d Pasal
28F, Pasal 28I 35

7. Hak atas kesejahteraan | Pasal 28 H Pasal 36 s/d Pasal
44

Sumber: Penulis, 2024

Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang
Hak Asasi Manusia, menyatakan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
yang selanjutnya disebut Komnas HAM adalah lembaga mandiri yang
kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang
berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan,
pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia. Pasal 75 Undang-Undang
Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menyatakan
Komnas HAM dibentuk dengan tujuan:

1. mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi
manusia sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan
Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta Deklarasi Universal Hak
Asasi Manusia

2. meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia
guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan
kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan.
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Pendahuluan

Pembatasan kekuasaan dalam penyelenggaraan suatu negara
merupakan salah satu ciri negara hukum yang dalam bahasa Belanda
disebut dengan '"rechtstaat". Pembatasan kekuasaan tersebut
dilaksanakan dengan aturan hukum dan akhirnya menjadi paham
konstitusionalisme modern. Konsep negara hukum tersebut akhirnya
dikenal dengan negara konstitusional atau "constitutional state" yang
memiliki makna negara yang dibatasi oleh konstitusi.

Negara hukum Eropa Kontinental atau lebih dikenal dengan
"rechtstaat" memiliki 4 (empat) ciri khusus, salah satunya adalah
adanya keharusan pembatasan dan pembagian kekuasaan yang
menjadi ciri khusus dari negara hukum (Soemantri, 1993). Konsep
pembagian dan pemisahan kekuasaan dalam konsep negara hukum
ini wajib ada, karena dalam sejarahnya, kekuasaan negara hanya
terpusat di tangan seorang raja atau ratu yang memimpin negara
secara turun-temurun, yang dikenal dengan nama monarki. Kontrol
masyarakat sangat diperlukan dalam rangka untuk mencegah agar
kekuasaan tersebut tidak menindas kebebasan serta hak-hak rakyat.
Upaya untuk mengadakan kontrol dari rakyat tersebut kemudian
dilakukan dengan pembatasan terhadap kekuasaan itu.

Pemisahan dan Pembagian Kekuasaan

Pemikiran tentang pemisahan dan pembagian kekuasaan ini didukung
oleh Montesquieu dengan teori Trias Politica-nya, dimana lembaga
pemerintahan terbagi menjadi tiga cabang kekuasaan yaitu legislatif,
eksekutif atau administratif, dan yudikatif. Dalam bukunya yang
berjudul "L Esprit des Lois" (1748), Montesquieu, yang mengikuti jalan
pikiran John Locke, membagi kekuasaan negara menjadi tiga
kelompok atau tiga cabang. Di antaranya adalah kekuasaan legislatif
sebagai cabang atau lembaga pembuat undang-undang, kekuasaan
eksekutif sebagai cabang atau lembaga yang melaksanakan undang-
undang, dan kekuasaan yudikatif sebagai lembaga yang menegakkan
undang-undang. John Locke sebelumnya juga membagi kekuasaan
negara menjadi 3 (tiga) fungsi yaitu fungsi legislatif, fungsi eksekutif,

dan fungsi federatif.
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Selain itu, terdapat pula pengadilan khusus seperti Pengadilan
Hak Asasi Manusia, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor),
dan lain-lain, yang memiliki peran penting dalam menegakkan
hukum dan keadilan di Indonesia.

. Prinsip Pokok Kehakiman

Dalam sistem peradilan, terdapat dua prinsip pokok yang sangat
penting, yaitu prinsip independensi dan prinsip
ketidakberpihakan. Prinsip independensi menjamin bahwa hakim
dapat memeriksa dan memutuskan perkara tanpa adanya tekanan
dari pihak manapun, termasuk dari eksekutif atau legislatif. Di
samping itu, prinsip ketidakberpihakan menuntut agar hakim
bekerja secara netral dan tidak memihak kepada salah satu pihak
yang berperkara (Beatty, 2021).

Pada konferensi International Judicial Conference di Bangalore,
India tahun 2001, disepakati enam prinsip kode etik dan perilaku
hakim secara global. Prinsip-prinsip ini meliputi independensi,
ketidakberpihakan, integritas, kepatutan, Kkesetaraan, dan
kompetensi (Barker, 2018):

a. Prinsip Independensi
Independensi hakim merupakan jaminan bagi tegaknya hukum
dan keadilan dan prasyarat bagi terwujudnya cita-cita negara
hukum. independensi ini juga harus tercermin dimulai dari
proses pemeriksaan sampai dengan pengambilan keputusan
atas setiap perkara.

b. Prinsip ketidakberpihakan
Prinsip ketidakberpihakan merupakan pri nsip yang melekat
pada hakim sebagai pihak yang diharapkan memberikan solusi
dari setiap perkara yang diajukan kepadanya. Sikap ini meliputi
sikap netral, menjaga jarak yang sama dengan semua pihak yang
terkait dengan perkara, tidak memihak salah satu pihak yang
berperkara disertai dengan ketidakberpihakan yang senantiasa
melekat dan haruslah tercermin dari setiap proses persidangan.

c. Prinsip Integritas
Merupakan sikap batin yang mencerminkan keutuhan dan
keseimbangan kepribadian setiap hakim sebagai pribadi dan
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sebagai pejabat nrgara dalam menjakankan tugas dan
jabatannya.

d. Prinsip Kepantasan dan kesopanan
Merupakan suatu bentuk norma kesusilaan pribadi dan antar
pribadi yang harus tercermin dari sikap hakim dalam
menjalankan tugas dan fungsinya secara profesional yang akan
menimbulkan rasa hormat, kewibawaan dan kepercayaan

e. Prinsip Kesetaraan
Yaitu prinsip yang menjamin perlakuan yang sama terhadap
semua orang berdasarkan prinsip kemanusiaan yang adil dan
beradab, tanpa membedakan satu dengan yang lain atas dasar
perbedaan suku, agama, ras, warna kulit, jenis kelamin, status
perkawinan, kondisi fisik dan lain sebagainya.

f. Prinsip Kecakapan dan Keseksamaan
Merupakan syarat penting dalam pelaksanaan peradilan yang
baik dan terpercaya yang diperoleh dari pendidikan, pelatihan
dan/atau pengalaman dalam pelaksanaan tugas

3. Struktur Organisasi Kehakiman

Struktur organisasi kehakiman mencakup fungsi internal dan
eksternal yang berhubungan dengan jabatan-jabatan kehakiman
serta pejabat hukum seperti penyidik, jaksa penuntut umum, dan
advokat. Independensi hakim dalam menjalankan tugas
kehakimannya sangat penting dan tidak terikat kepada pimpinan
majelis hakim atau lembaga tinggi lainnya (Mahkamah Agung,
2020).
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c. Pengawasan preventif yang dilakukan pada kegiatan sebelum
kegiatan itu dilaksanakan, sehingga dapat mencegah terjadinya
kegiatan yang menyimpang.

d. Pengawasan represif yang dilakukan terhadap suatu kegiatan
setelah kegiatan tersebut sudah dilaksanakan atau dilakukan.

e. Pengawasan aktif (dekat) yang dilaksanakan sebagai dari
bentuk pengawasan yang dilakukan ditempat kegiatan yang
bersangkutan.

f. Pengawasan pasif (jauh) yang dilakukan misalnya melalui
“penelitian serta pengujian terhadap surat-surat atau laporan-
laporan pertanggung jawaban yang disertai dengan berbagai
bukti penerimaan maupun bukti pengeluaran.

g. Pengawasan kebenaran formil yang dilakukan menurut hak
“rechtmatigheid” dan pemeriksaan kebenaran materiil
mengenai maksud serta tujuan pengeluaran “doelmatigheid”
(Sahya Anggara, 2018).

Teori Kontrol dan Kebijakan Pemerintah Di Indonesia

Teori Kontrol mempengaruhi kebijakan pemerintah di Indonesia

melalui berbagai cara, diantaranya adalah:

1. Pengawasan Masyarakat
Pada pengawasan masyarakat memainkan peran penting dalam
mempengaruhi kebijakan pemerintah di Indonesia. Masyarakat
dapat melakukan pengawasan melalui berbagai cara seperti:
keterlibatan dalam pembuatan kebijakan, dimana masyarakat
dapat ikut serta dalam membuat kebijakan melalui berbagai
lembaga, seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), media
massa, dan kelompok masyarakat

2. Pengawasan Langsung
Pada pengawasan langsung, masyarakat dapat melakukan
pengawasan langsung terhadap kegiatan pemerintah melalui
lembaga-lembaga non-pemerintahan seperti LSM dan media
massa.

3. Fungsi Kontrol sosial
Fungsi sosial mempengaruhi kebijakan pemerintah di Indonesia
dengan berbagai cara seperti menyatakan pendapat, dimana
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masyarakat sipil memiliki hak untuk menyatakan pendapat terkait
baik atau buruknya Pemerintahan demikian pula masyarakat sipil
dapat melakukan kontrol terhadap kebijakan pemerintah, seperti
dalam kasus pelaksanaan pilkada yang sempat tertunda karena
pandemi Covid-19. Selain itu fungsi kontrol sosial juga dapat
melibatkan keterlibatan masyarakat dalam pembuatan kebijakan
yang dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah di Indonesia,
misalnya masyarakat dapat ikut serta dalam membuat kebijakan
melalui berbagai lembaga, seperti Lembaga Swadaya Masyarakat
(LSM), media massa, dan kelompok masyarakat.

Penutup

Teori kontrol dalam sistem administrasi negara di Indonesia sangat
penting untuk memastikan bahwa pejabat administrasi negara tidak
melampaui wewenangnya dan melakukan penyalahgunaan
wewenang. Pengawasan internal dan eksternal serta bentuk-bentuk
pengawasan yang berbeda memainkan peran penting dalam menjaga
keberlangsungan administrasi negara yang sesuai dengan peraturan
perundang-undangan. Teori kontrol mempengaruhi kebijakan
pemerintah di Indonesia melalui berbagai cara, seperti pengawasan
masyarakat, fungsi kontrol sosial, dan keterlibatan masyarakat dalam
pembuatan kebijakan. Masyarakat sipil memiliki hak untuk
menyatakan pendapat dan melakukan kontrol terhadap kebijakan
pemerintah, sehingga mempengaruhi kebijakan yang dibuat.
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Mahkamah Konstitusi dan Penjagaan Keadilan Melalui Judicial Review

Gagasan pembentukan peradilan tersendiri di luar MA tersebut
menjadikan Hans kelsen menjadi tokoh utama pembentukan MK.
Sejak saat itulah pembaruan konstitusi austria itulah berkembang
lembaga mahkamah konstitusi yang memang lembaga Mahkama
konstitusi berada dibawah Mahkamah Agung yang didirikan khusus
dalam konsep judicial review dan perkara lain yang berhubungan
dengan konstitusi. Merujuk pada proses atau latar belakang dari
pembentukan Mahkamah Konstitusi teori oleh Hans Kelsen yang
dalam rangka untuk menjalankan judicial review.

Sedangkan, keberadaan judicial review dapat dipahami sebagai
bentuk atau hasil dari perkembangan hukum serta politik
ketatanegaraan modern ini, sehingga sekilas bisa dilihat bahwa
judicial review itu yang awalnya itu hanya sekedar semacam diskresi
yang dilakukan oleh hakim agung di Amerika serikat, gagasan John
Marshall kemudian diadopsi oleh negara-negara Eropa termasuk
austria dan diimplementasikan secara jelas dalam konstitusi Austria
1920 dan menjadi negara yang pertama kali menerapkan dan
menegaskan dalam konstitusinya yang hal ini kemudian diikuti oleh
banyak negara lainnya sehingga para pakar mengatakan bahwa Itulah
salah satu titik balik dimana konsep perkembangan hukum dan politik
ketatanegaraan modern lahir ini dengan adanya konsep judicial
review.
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Teori Legislasi Dalam Tata Negara

dan administratif dalam pembentukan undang-undang tidak bisa
diabaikan. Landasan-landasan ini memastikan bahwa undang-
undang yang dihasilkan memiliki legalitas yang sah, diterima oleh
masyarakat, mencerminkan nilai-nilai ideal, dan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dengan
demikian, undang-undang yang dibentuk akan berkualitas, efektif,
dan berkelanjutan (Yuliandri, 2009).

Penutup

Teori legislasi merupakan pondasi penting dalam pembentukan
undang-undang yang efektif. "The socio-legal concept of real legal
certainty" dari Jan Michiel Otto et al. menekankan pentingnya legislasi
yang jelas, terjangkau, dan realistis, serta kepatuhan dari administrasi
dan masyarakat, serta independensi hakim. Sementara itu, "the
agenda-building theory" menunjukkan bahwa pembentukan undang-
undang adalah proses kompleks yang melibatkan berbagai aktor dan
faktor, mencerminkan pendekatan bottom-up yang relevan di
Indonesia.

Untuk menghasilkan undang-undang berkualitas, penting untuk
menerapkan landasan yuridis, sosiologis, dan filosofis seperti yang
diusulkan oleh Bagir Manan dan Jimly Asshiddigie. Dengan
menggabungkan kedua teori ini dan landasan yang kuat, undang-
undang di Indonesia dapat lebih inklusif, diterima masyarakat, dan
efektif dalam pelaksanaannya.
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Teori Hukum dan Kebijakan Publik

Barclay & Birkland menyatakan bahwa dalam praktik, hukum dan
kebijakan publik tidak dapat dipisahkan dan saling melengkapi.
Produk hukum tanpa proses kebijakan publik akan kehilangan
substansi, dan kebijakan publik tanpa legalisasi hukum akan lemah
dalam operasionalisasinya. Sebagian besar kebijakan publik
memerlukan legalisasi untuk menjamin legalitasnya. Namun, tidak
semua kebijakan publik harus dilegalkan dalam bentuk ketetapan
hukum, seperti yang dikatakan oleh Lasswell bahwa kebijakan publik
adalah "apa saja yang dilakukan maupun tidak dilakukan pemerintah".
Meskipun demikian, lebih banyak kebijakan publik yang memerlukan
kepastian hukum (Muchsin; Putra, 2002, pp. 36-37).

Dengan demikian, hubungan antara hukum dan kebijakan publik
sangat jelas: kebijakan publik umumnya harus dilegalisasikan dalam
bentuk produk hukum, dan produk hukum adalah hasil dari kebijakan
publik. Memahami koneksi ini memungkinkan kita untuk melihat
hubungan antara keduanya dengan lebih jelas.

Hukum diperlukan agar kebijakan-kebijakan kenegaraan dan
pemerintahan dapat memperoleh bentuk resmi yang bersifat
mengikat dan dapat dipaksakan berlakunya untuk umum. Karena
hukum yang baik diperlukan dalam rangka pembuatan kebijakan
(policy making) vyang diperlukan merekayasa, mendinamisasi,
mendorong, dan bahkan mengarahkan guna mencapai tujuan hidup
bersama dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang
berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945. Di samping itu, dalam
rangka pelaksanaan kebijakan-kebijakan tersebut (policy executing),
hukum juga harus difungsikan sebagai sarana pengendali dan sebagai
sumber rujukan yang mengikat dalam menjalankan segala roda
pemerintahan dan kegiatan penyelenggaraan negara (Asshiddiqie,
n.d.).

Kesimpulan

Memahami hukum tentu berdasarkan teori dan ilmu hukum. Teori
dan ilmu hukum yang luas ini, salah satunya mengerucut pada produk
hukum yang biasanya disebut sebagai aturan, undang-undang,
peraturan dan lain sebagainya. Produk ini dalam teori ilmu hukum

Hutrin Kamil

149



Teori Hukum dan Kebijakan Publik

wajib ditaati oleh masyarakat yang dikenal dengan kebijakan publik.
Kebijakan publik yang lahir dari otoritas pemerintah merupakan
legalitas hukum yang menjadi dasar mengatur roda kemasyarakatan.
Jadi singkatnya kebijakan publik merupakan produk hukum, maka
tentunya keduanya saling berkaitan satu sama lain.
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Paradigma Hukum

Terdapat dua paradigma hukum, yaitu positivisme hukum yang

menghasilkan pandangan tentang hukum dalam perspektif normatif

yuridis atau legisme, serta sosiologis empiris yang tercermin dalam
aliran realisme hukum, teori jurisprudensi sosiologis dari Roscoe

Pound, atau utilitarianisme hukum Jeremy Bentham yang melihat

hukum sebagai produk sosiologis. Pancasila, sebagai sumber hukum,

dapat dilihat dari perspektif sosiologis (Sunny & Ismail, 1987).

Paradigma pemikiran hukum yang kemudian muncul adalah teori
postmodernisme hukum sekitar tahun 1970 di Amerika Serikat.

Kedua paradigma teori hukum sebelumnya masuk dalam kategori

Traditional Legal Theory, karena kajian utamanya adalah membahas

tentang fenomena hukum sebagai gejala sosial kemasyarakatan bila

dilihat dari aspek subjek dan dunia objek di bidang hukum yang
harmonis dan universal. Fenomena dunia manusia dalam kehidupan
sosial masyarakat dipandang dari perspektif perbedaan dan
penghormatan pada yang khusus lokal, termasuk dalam konteks ide

maupun gagasan yang terus berkembang (Bangun & Zakatia, 2007).

Modernisme di bidang filsafat merupakan gerakan pemikiran dan
gambaran dunia tertentu diinspirasi oleh Descartes, dikokohkan oleh
gerakan pencerahan (enlightenment/aufklarung) dan mengabdikan
dirinya hingga abad kedua puluh ini melalui dominasi saint dan
kapitalisme. Dunia dan tatanan sosial telah melahirkan berbagai
konsekuensi buruk bagi kehidupan manusia dan alam pada umumnya

(I Bambang Sugiharto, 2000), yaitu:

1. Pandangan dualistik yang membagi seluruh kenyataan menjadi
subjek dan objek, spiritual-material, manusia-dunia, dan lain
sebagainya telah mengakibatkan objektivisasi alam secara
berlebihan dan pengurasan alam semesta.

2. Pandangan modern yang bersifat objektivistik dan positivistik
akhirnya cenderung menjadikan manusia seolah juga objek dan
masyarakat pun direkayasa ibarat mesin.

3. Dalam modernisme ilmu-ilmu positif-empiris mau tidak mau
menjadi standar kebenaran tertinggi. Akibat dari hal ini adalah
nilai- nilai moral dan religius kehilangan wibawanya. Alhasil,
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Objectivity

Legal drafter harus mengambil keputusan berdasarkan fakta,
termasuk saat merancang undang-undang, memilih berbagai
alternatif gejala sosial dan menentukan norma hukum yang akan
dituangkan dalam pasal-pasal (rewards or benefit).

Accountability

Legal drafter harus mempunyai akuntabilitas di hadapan publik
terhadap seluruh tindakannya dan harus sepenuhnya dapat
bekerja sama serta jujur dengan penuh kehati-hatian.

Openness

Legal drafter harus selalu terbuka dalam segala tindakan yang
mencakup kewenangannya serta harus mempunyai penjelasan
terhadap tindakan-tindakannya tersebut.

Personal Judgement

Legal drafter harus memperhatikan pandangan lain termasuk
kelompok politik mereka, namun harus mempunyai kesimpulan
sendiri terhadap isu yang dibicarakan, dan bertindak dalam
lingkup kesimpulan-kesimpulan tersebut.

Respect for Others

Legal drafter harus mengedepankan kesetaraan dengan tidak
melakukan diskriminasi hukum terhadap semua orang dan
memperlakukan orang dengan  kehormatannya tanpa
memperhatikan ras, umur, agama, gender, orientasi seksual, atau
ketidakmampuan.

Duty to Uphold the Law

Legal drafter harus menegakkan hukum dalam segala kondisi,
berlaku dalam keserasian dan kepercayaan yang diberikan publik
kepadanya;

Stewardship

Legal drafter harus melakukan apa pun yang dapat mereka
lakukan untuk meyakinkan bahwa otoritas mereka menggunakan
sumber-sumber yang prudent dan dalam lingkup hukum.
Leadership

Legal drafter harus mengedepankan dan mendukung prinsip-
prinsip dan jiwa kepemimpinan dan selalu bertindak dalam jalur
yang menjaga keyakinan publik.
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Ketika pembentukan Undang-Undang mengabaikan rule of ethics
(Soemantri, Sri, 2006) maka pembentukan undang-undang telah
bertentangan dengan konstitusi karena sejatinya konstitusi itu tidak
lain adalah wujud kontrak sosial yang dalam dataran filosofis memuat
etika dan moralitas kehidupan berorganisasinya suatu kekuasaan
yang dituangkan dalam norma-norma hukum.
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Korupsi

[stilah korupsi diterjemahkan dari berbagai bahasa asing, misalkan

corruption (Perancis dan Inggris) yang diterjemahkan sebagai

menyalahgunakan wewenangnya untuk menguntungkan diri sendiri

(Hamzah, 1991 dan Ranuhandoko, 2008). Corruptio (Latin), diartikan

sebagai perbuatan buruk/bejat/busuk, tidak bermoral, menyimpang

dari kesucian (Hamzah, 1985), seperti penyuapan/penyogokan,
penggelapan uang dan lainnya (Pandu, 2006 dan Poerwadarminta,

1983). Corruptie (Belanda) ditujukan bagi pegawai negara yang

menerima pemberian (uang sogok atau lainnya), padahal

diketahuinya pemberian itu agar mereka melakukan hal yang dilarang
oleh KUHP dan Undang-undang Korupsi karena bertentangan dengan

kewajiban jabatannya (Algra, 1983).

Berdasarkan berbagai literatur, korupsi didefinisikan sebagai:

1. ajakan dengan pertimbangan khusus yang tidak seharusnya untuk
melakukan pelanggaran tugas (Klitgaard, 2001);

2. acuan singkat untuk serangkaian perbuatan terlarang, melawan
hukum, berbagai aktivitas tersembunyi, illegal untuk mendapatkan
keuntungan pribadi/golongan tertentu (Sutedi, 2009);

3. penggelapan/penyelewengan uang perusahaan/negara untuk
kepentingan orang lain/pribadi (Sudarsono, 1992);

4. penyalahgunaan kekuasaan/wewenang/kedudukan (abuse of
power) dan kepercayaan publik untuk keuntungan pribadi (Hafis,
2017 dan Nurdjana, 2005);

5. perbuatan buruk, melakukan suatu tindakan pidana untuk
memperkaya diri (langsung/tak langsung), sehingga merugikan
perekonomian dalam negeri (Sholihin dan Yulianingsih, 2016);

6. tindak pidana korupsi menurut perundang-undangan (Trijono,
2016).

Dalam perundang-undangan, pengertian ‘korupsi’ dikaitkan
dengan ‘kolusi’ dan ‘nepotisme’ (Sumbu, 2011) seperti pada Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme, yang membedakan pengertian korupsi, kolusi dan
nepotisme pada Pasal 1 angka 3, 4, dan 5. Sedangkan tindak pidana
korupsi diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik
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b. Keterbukaan dan transparansi (openness and transparency)
Kemudahan akses data dan informasi yang diperlukan,
termasuk data dan informasi lainnya yang tidak dilarang
menurut peraturan. Juga pelibatan masyarakat dan sesama
aparatur dalam perumusan, perencanaan, pelaksanaan, dan
pengawasan. Penyediaan data dan informasi oleh lembaga yang
benar, bukan menutupi fakta, karena public policy yang diambil
pimpinan tanpa data dan informasi valid akan menimbulkan
masalah baru.

c. Ketaatan
Menjunjung tinggi dan mendasarkan setiap tindakannya pada
aturan hukum (secara eksternal dan internal).

Demikian beberapa teori dalam ranah Hukum Tata Negara dari
perspektif yang berbeda dan berbagai alternatif teori lain yang penulis
tawarkan untuk menganalisis isu hukum mengenai korupsi dan tata
kelola pemerintahan yang baik. Semoga bermanfaat! Terimakasih
untuk segalaku: Mochammad Noor Rois Zain, Sanrenor Majsal Witar
Hanini, Rira Rahmazanti, Ahadi Adzani Janua Flare Anzare and Kamisa
Nuriana Fajriyah. Semoga Allah SWT melindungi kita di jalan yang
lurus.
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kurang tepat. Hal ini karena penghapusan sanksi pidana tidak
memberikan alternatif untuk menjamin efektivitas sanksi
administratif jika sanksi tersebut tidak dipatuhi. Meskipun
penerapan sanksi administratif adalah suatu discretionary power,
tujuan instrumen hukum administrasi adalah agar tindakan atau
kelalaian yang melanggar hukum atau tidak memenubhi
persyaratan dapat dihentikan atau dikembalikan ke keadaan
semula sebelum pelanggaran terjadi. Oleh karena itu, fokus sanksi
administratif adalah pada tindakannya, sedangkan sanksi pidana
berfokus pada pelakunya. Penerapan sanksi administratif juga
merupakan konsekuensi lanjutan dari pengawasan pengelolaan
lingkungan hidup.

Penghapusan sanksi pidana bagi penyusun AMDAL yang tidak
memiliki sertifikat kompetensi berakibat pada kurangnya
ketegasan dalam pengawasan sanksi administratif. Oleh karena itu,
pemberian sanksi administratif dalam UU Cipta Kerja dianggap
terlalu mudah karena tidak disertai dengan sanksi lain atas
pelanggaran tersebut. Selain itu, penerapan sanksi dalam UU Cipta
Kerja ini dinilai kurang tegas dan terlalu menguntungkan pelaku
usaha apabila terjadi kerusakan lingkungan.
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3. Partisipasi Publik melalui E-Consultation
Pemerintah menyediakan portal konsultasi publik online dimana
setiap warga negara dapat memberikan masukan dan pendapat
mengenai RUU yang sedang dibahas. Hal ini memastikan bahwa
proses legislasi lebih inklusif dan partisipatif (Damanik et al,,
2016).

4. E-Voting dalam Rapat Legislasi
Pemungutan suara elektronik melalui E-Voting dalam rapat
legislasi memungkinkan proses pemungutan suara yang lebih
cepat dan akurat. Hasil pemungutan suara dapat segera
dipublikasikan untuk memastikan transparansi (Novita Juaningsih
etal, 2020).

5. Transparansi dan Aksesibilitas Publik
Situs web dan aplikasi mobile bisa menjadi fasilitas terkait status
dan perkembangan setiap RUU dapat diakses oleh publik melalui
situs web resmi pemerintah dan aplikasi mobile. Ini
memungkinkan warga negara untuk mengikuti proses legislasi
dengan lebih mudah (Hartiwiningsih, n.d.).

Perlu dicermati bahwa transformasi digital di sektor
Pemerintahan Indonesia merupakan bagian penting dari Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Salah satu inisiatif
kunci dalam transformasi ini adalah implementasi sistem E-Voting
berbasis digital. E-Voting tidak hanya berpotensi meningkatkan
efisiensi dan transparansi dalam proses pemungutan suara, tetapi
juga dapat menghemat biaya dan sumber daya yang signifikan, selaras
dengan tujuan RPJMN untuk menciptakan pemerintahan yang lebih
efektif dan efisien (Arianti, 2024).

Selain E-Voting, penerapan terkait Hukum Administrasi Negara,
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia menyediakan website
pelayanan legalitas badan hukum dan pengurusan administrasi
dokumen kewarganegaraan melalui link url: https://www.ahu.go.id/

yang dapat diakses oleh setiap warga negara dan notaris terdaftar dan
mempunyai akun di Ditjen AHU Kementerian Hukum dan HAM RI
(Dadin, Solihin; Rita, 2020).
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Pendahuluan

Salah satu isu yang pasti terjadi pada tiap negara di dunia adalah isu-
isu yang berkaitan dengan kelompok minoritas (minority group)
maupun kelompok rentan (vulnerable group). Keberadaan kelompok
minoritas maupun kelompok rentan dalam suatu negara merupakan
suatu hal yang tak terhindarkan. Keberadaan mereka itu harus
dimaknai sebagai keberagaman atas dasar kemanusiaan, bukan suatu
permasalahan yang perlu diselesaikan atau bahkan dimusnahkan dari
muka bumi. Negara-negara di dunia harus memikul tanggung jawab
demi terciptanya kesejahteraan terhadap kelompok minoritas
maupun kelompok rentan. Namun faktanya, masih banyak negara
dunia yang abai terhadap keberadaan mereka karena tidak
mengindahkan hak dasar mereka. Padahal kelompok minoritas
maupun kelompok rentan juga merupakan manusia yang memiliki
hak dan kewajiban layaknya manusia lainnya, sehingga mereka
memiliki hak kodrati yang tidak boleh dilanggar.

Titik Tolak

Sejauh ini, tidak ada definisi yang jelas terkait apa yang dimaksud
kelompok minoritas maupun kelompok rentan. Terminologi dari
kelompok minoritas itu acap kali diartikan sebagai kelompok yang
terpinggirkan karena jumlahnya tidak jauh lebih banyak dari suatu
kelompok masyarakat tertentu. Dengan kata lain, keberadaan
minoritas ini ditentukan oleh jumlah populasi di suatu komunitas
tertentu, yang kemudian akan membentuk suatu kelompok dengan
jumlah yang lebih besar sehingga disebut sebagai kelompok
mayoritas. Sedangkan terminologi kelompok rentan diartikan sebagai
kelompok yang memiliki keterbatasan untuk memperoleh akses yang
sama dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, politik, lingkungan, dan
lain sebagainya sehingga mereka perlu dibantu untuk memperoleh
hal-hal itu. Keterbatasan yang dimiliki oleh kelompok rentan tersebut
sangat beragam karena memiliki tafsir yang sangat luas. Kerentanan
itu bisa terjadi ketika seseorang memiliki fisik yang berbeda dengan
manusia normal. Selain itu, akan disebut rentan apabila seseorang
tersebut memiliki status ekonomi yang lebih rendah daripada orang
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dalam pelaksanaan serta pemenuhan hak penyandang disabilitas.
Permasalahannya adalah, apakah dengan adanya asas perlakuan
khusus dan perlindungan lebih bagi penyandang disabilitas
merupakan bentuk diskriminasi bagi masyarakat umum, atau bahkan
kontradiksi dengan asas Kkesetaraan? Tentu saja tidak, justru
keberadaan asas perlakuan khusus dan perlindungan lebih ditujukan
bagi penyandang disabilitas agar memperoleh kesetaraan dengan
masyarakat umum, karena tidak mungkin penyandang disabilitas
diperlakukan sama misal dalam pemberian pelayanan, layaknya
masyarakat umum. Sebaliknya, jika penyandang disabilitas
diperlakukan sama layaknya masyarakat umum, cita-cita untuk
mencapai pemenuhan hak penyandang disabilitas tidak akan pernah
tercapai, karena penyandang disabilitas tidak akan mempunyai
kesempatan yang sama, sebagai akibat diberikan garis start yang sama
pada 2 (dua) kondisi yang berbeda.

Tantangan lainnya adalah frasa “Kesejahteraan Umum” yang ada
pada Pembukaan UUD 1945 itu sendiri. Walaupun konstitusi negara
Indonesia telah memuat pengaturan yang cukup komprehensif
mengenai hak asasi manusia, tetapi frasa “Kesejahteraan Umum” juga
perlu dicermati, karena siapakah yang dimaksud dengan
kesejahteraan umum. Apabila dilakukan penafsiran secara gramatikal,
maka frasa “Kesejahteraan Umum” hanya merujuk pada
kesejahteraan masyarakat mayoritas saja, atau tidak termasuk
kelompok minoritas dan kelompok rentan yang memerlukan
perlakuan khusus untuk meraih kesejahteraannya. Oleh sebab itu,
perlindungan dan pemenuhan hak asasi bagi kelompok minoritas dan
kelompok rentan perlu lebih ditegaskan lagi secara normatif dengan
cara memuat pengaturan yang lebih komprehensif lagi serta
diimbangi dengan praktik yang sesuai dengan tujuan awalnya baik
oleh penyelenggara negara, masyarakat, maupun sektor swasta.

skksk sksk skok skok sk ksk sk
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Metode Penelitian Dalam Teori Hukum Tata Negara

Penelitian teori hukum dapat menggunakan beberapa
pendekatan yang sesuai, seperti pendekatan hukum, pendekatan
historis, atau pendekatan komparatif. Penelitian hukum dogmatis
selalu merupakan pendekatan ilmu forensik. Ini dapat dipahami
karena obyek penelitian hukum adalah bahan hukum, yang dapat
berupa peraturan hukum yang sudah ada atau bahan hukum yang
baru ditetapkan.

Pendekatan dalam penelitian normatif meliputi berbagai jenis,
yaitu pendekatan legislatif seperti Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan
Rakyat, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan
Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Selain itu,
juga mencakup pendekatan Kkasus seperti Putusan Nomor
1/PHPU.PRES-XXII/2024 dan Putusan Nomor 2/PHPU.PRES-
XXI1/2024, serta pendekatan doktrin seperti teori hukum
pembangunan Mochtar Kusuma Atmaja.

Penutup

Hukum Tata Negara merupakan bidang ilmu yang mempelajari
penerapan peraturan dan Kkebijakan dalam suatu negara. Ini
merupakan bagian mendasar dari ilmu politik. Ilmu politik sangat
berkaitan dengan hukum, terutama konstitusi dan hukum
administrasi nasional. Salah satu teori hukum yang berpengaruh
dalam konstitusi adalah Teori Hukum Perkembangan.

Metode penelitian Hukum Tata Negara yang digunakan adalah
pendekatan normatif. Ada beberapa pendekatan yang dapat
digunakan dalam penelitian normatif, antara lain pendekatan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Undang-Undang/Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah,
Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah
Kabupaten/Kota. Selain itu, pendekatan kasus juga digunakan, seperti
Putusan Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 dan Putusan Nomor
2/PHPU.PRES-XXII/2024, serta pendekatan doktrin Teori Hukum
Pembangunan oleh Mochtar Kusuma Atmaja.
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